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BUPATI SINTANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SINTANG 

NOMOR 15 TAHUN 2017 

TENTANG 

pEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL 

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN SINTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINTANG, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat ( 1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah, dinyatakan bahwa pada dinas daerah 
kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas 
daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu; 

b. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 
profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam 
menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat di 
bidang Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar, 
maka perlu diatur dalam suatu Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan 
Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Sintang; 

c. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kelembagaan 
Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Peraturan Bupati 
Sintang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pembentukan 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sintang sudah tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b 
dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal 
Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sintang; 

Mengingat... 
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
' penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 
?) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Ta""; 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repub 
Indonesia Nomor 1820); 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
" pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahu 2014 tentang AP" 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia un 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4499) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2013 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 71, Tembahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5410); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belai 
menjadi Satuan Pendidikan Nonformal: 3Jar 

' 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organi D :. usas1 erangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran D ah 
Kabupaten Sintang Tahu 2016 Nomor 7 Tami.j 
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7). an 

MEMU TUKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN 
ocrsAs DAN TA ER u PEL.As,z;'{ 

SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR Ee,,HS 
BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBU,''AN 
KABUPATEN SINTANG YAAN 

BAB I... 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pererintahan Daerah yang memmmpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sintang. 
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Sintang. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Sintang. 
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Sintang. 
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan 

yang menyelenggarakan layanan pendidikan pada jalur 
formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan 
jenis pendidikan. 

8. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Satuan 
PNF adalah Kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan program pendidikan nonformal, yang 
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

9. Program Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut 
program PNF adalah layanan pendidikan yang 
diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat 
melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia 
dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan 
perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 
keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, 
serta pendidikan lain yang ditujukan untuk 
mengembangkan kemampuan peserta didik. 

10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis 
operasional pada Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Sintang; 

11. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal 
Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Satuan 
PNF SKB adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan nonformal. 

12. Kepala Satuan PNF adalah Kepala UPT yang berbentuk 
Satuan PNF yang merupakan jabatan non struktural. 

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai 
Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab 
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam 
rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Satuan PNF SKB pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sintang. 

BAB III ... 



BAB III 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 

Satuan PNF SKB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang yang dibentuk 
dalam rangka menyelenggarakan program PNF di wilayah 
kerjanya. 

Pasal 4 

(1) Kepala Satuan PNF dijabat oleh Pejabat Fungsional 
Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai 
Kepala Satuan PNF yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
melalui Sekretaris Dinas. 

(2) Kepala Satuan PNF dalam melaksanakan tugasnya dibantu 
oleh Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan 
Fungsional. 

(3) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata 
Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Satuan PNF. 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

(1) Susunan organisasi Satuan PNF SKB, terdiri dari: 
a. Kepala Satuan; 
b. Urusan Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur organisasi Satuan PNF SKB seba · 
d. ks gammana ima:sud pada ayat (1) tercantum dalam Lam 
me ake b ·· idak :. piran yang erupt ran agan ti terpisahkan dari Peraturan Bu ti ini. 1pa 

BAB V 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Satuan PNF SKB 

Pasal 6 

Satuan PNF SKB mempunyai 
Program PNF. tugas menyelenggarakan 

Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana v 

Pasal 6, Satuan PNF SKB mempunyai fun~. "aksud dalam 
a. penyelenggaraan Program PN. ' 
b. penyelenggaraan program 

nonformal; percontohan pendidikan 

c. pelaksanaan ... 



di bidang 
Pelaksanaan program pengabdian masyarakat c. 
Pendidikan nonfonnal; an . a deng 

d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sam ' 
orang tua peserta didik dan masyarakat; . f . 
Pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF SKB alih fungs e. 
SKB; dan ale Dias 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kep a '1n 

sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 

Kepala Satuan 

Pasal 8 

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengelola Satuan 
PNF. 

Pasal 9 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, Kepala Satuan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program dan kegiatan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
b. penyelenggaraan Program PNF; 
c. penyelenggaraan program percontohan pendidikan 

nonformal; 
d. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang 

pendidikan nonformal; 
e. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan 

orang tua peserta didik dan masyarakat; 
f. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF SKB alih fungsi 

SKB; 
g. penyiapan bahan dan penyusunan konsep kebijakan teknis 

pengelolaan Satuan PNF sebagai bahan pertimbangan 
atasan dalam penetapan kebijakan teknis; 

h. penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada 
lingkup bidang tugasnya; 

i. pemberian bimbingan, pengendalian dan pengawasan 
terhadap tenaga pendidik dan kependidikan pada lingkup bidang tugasnya; 

j. pengelolaan sarana prasarana guna terciptan 
penmgkatan pelayanan; P ya 

k. pemberian motivasi untuk membangkitkan d 
menumbuhkan kemauan belajar masyarakat dalam j[' 
terciptanya masyarakat yang berpendidikan data ,[t"a 
kerjanya; wlayah 

l. pembaharuan program PNF dalam rangka efektivitas d efisiensi program; ts lan 

m. perencanaan kebutuhan sarana dan prasaran: k • 
belajar mengajar dalam wilayah kerjanya; a <egiatan 

n. pengintegrasian dan penyelarasan kegiatan sektc l d dalam rangka terwujudnya sinergi pro ora alam 
Satuan PNF SKB lintas sektoral: gram-program 

o. pengelolaan urusan ketatausahaan, perbendah rumah tangga Satuan PNF SKB; araan dan 

p. pelaksanaan... 
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• 
r. 

s. 

t. 

pelaksanaan inventarisasi dan pemutakhiran data sebagal 
bahan analisis kebijakan; . 
pengelolaan data dan infrmasi kebijakan, teknis kegi' 
belajar mengajar, pengelolaan sarana prasarana ser 
personil guna meningkatkan pemaharnan tentang Satuan 
PNF; · 1e pelaksanaan koordinasi dalam unit kerja, antar unit <er1» 
dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait 
baik secara formal maupun informal guna mencapal 
sinkronisasi pelaksanaan tugas; . 
penyusunan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban 
kegiatan; . 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
S"""'U"'' h,rl<>n,:r hurasny<> ..,,,no tercapai tujuan organ1sas1. wr l at ts us ww d /C 

Bagian Ketiga 

Urusan Tata Usaha 

Pasal 10 

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, 
organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, 
rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta 
melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja SKB. 

Pasal 11 

Untuk melaksanak:an tugas sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 10, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan 

tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. penyelenggaraan kegiatan administrasi surat menyurat 

kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga 
penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untul 
menunjang pelaksanaan kegiatan Satuan PNF SKB· 

c. pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi 
pegawai melalui pembuatan penilaian pelaksanaan 
pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan 
kepegawaian guna menmgkatkan disiplin pegawai; 

d. pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan 
prasarana Satuan PNF SKB agar digunakan sesuai kebutuhan; 

e. pee"; kondisj .dap iumiah barang inventaris guna menget u resesuaan iengan daftar inventaris barang. 
f. penyelenggaraan pendataan dan pemuktahiran da. 

berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan inform.,' 
analisis: as1 (an , 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungje b kegiatan; dan Jawaan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ke al 

sesuai bidang tugasnya dalam rangka pene,_ Satuan 
organisasi. a1an tujuan 

B . ag1an... 
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Bagian Keempat 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 12 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Satuan PNF SKB 
sesuai dengen keahlian dan ketramnpiannya berdasarkan 
ketentuan yang berlaku. 

Pasal 13 

(1) 

(2) 

(3) 

Kelornpok Jabatan Pungsional sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 
jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 
sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya. 

Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan 
fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban 
kerja. 

Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 14 

Kepala Satuan PNF SKB dalam melaksanakan tugasnya 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

Fasal 15 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam 
Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh 
fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. 

Pasal 16 

Sub-sub 
pejabat 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan PNF SKB 
Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fu · ' 

·ib :. .:. 1vngsional 
wajil menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sikrc >. .. 

t .:. :, .: ; , ' 1mi onisasi an smpikasr secara vertkai an horisonto : ·. . . 
li l :. :. .:. vat oar daiam ingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit k : 
lainnya sesuai dengan tugas pokoknya. <er]a 

Pasal 17 

(1) Pimpinan satuan organisasi pada 
mengkoordinasikan bawahannya 
pedoman, bimbingan, pembinaan 
pelaksanaan tugasnya. 

Satuan PNF SKB wajib 
dengan memberikan 

dan pengawasan bagi 

(2) Pimpinan satuan organisasi pada Satuan PNF _.. 
mentaati peraturan perundang-undangan _9KB wajib 
bertanggung jawab kepada atasan ~_ Jang erlaku dan : as1ng-masing menyampaikan laporan secara berkala. serta 

(3) Setias... 



(3) setiap pimpinan wajib mengolah laporan yang diterim8 
bawahan dan menggunakan sebagai bahan evaluas1 
bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis 
kepada bawahan. 

(4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada 
satuan organisasi yang secara fungsional mempunya1 
hubungan kerja. 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 18 

(1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sintang. 

(2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas dekonsentrasi 
dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara. 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 19 

(1) Rincian tugas pada Satuan PNF SKB diatur lebih lanjut 
berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Dinas. 

(2) Pembentukan Sub-sub kelompok jabatan fungsional 
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas 
berdasarkan jumlah, sifat jenis dan beban kerja, serta 
mengutamakan prinsip organisasi yang efisien, efektif dan 
proporsional. 

(3) Sebagai petunjuk pelaksana yang belum diatur dan atau 
belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 20 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pejabat 
telah ditetaplan dan dilantk berdasarkan Peraturan s' [' 
Smtang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pembentukan Su p 
0 . . d. T K . U . sunan rganisasi lan ata erja Init Pelaksana Teknis S 
Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidian Kabupate, $t,""" 
tetap menjabat dan melaksanakan tugas dan fungsinyas,~ft; 
peraturan perundang-undangan sampai dengan d 
penetapan dan pelantkan Pejabat yang berdasa "° 
Peraturan Bupati ini. an pa a 

BAB X... 
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BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati Sin tang Nomor 53 Tahun 201 0 ten tang Pembentukan 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten 
Sintang Tahun 2010 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 22 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal 13 Fe bruari 
;UPATI 

SINTAN 
,;. 

kl' 
jK AROT WINARNO 

Diundangkan di Sintang 
pada tanggal 13 Februari 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

''OSEPHA HASNAH 

BERITA DA ERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 15 

2017 
+ 
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PERATURAN BUPATI SINTANG 
NOMOR : 15 TAHUN 2017 
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017· 
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN 

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR 
KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN 
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG 

(AN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
,,uAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KABUPATEN SINTANG 

KEPALA SATUAN 

1 
URUSAN 

TATAUSAHA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

hen smwMo.d. 
'ff - 

JAROT WINARNO 


